SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5/HM.03.5/5101/2022
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang :  bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEDUA huruf c
dan Diktum KETIGA huruf c¢ Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIIl/2021
tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
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Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di

Lingkungan Instansi Pemerintah;
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Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1404);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan
Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

14. Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,;

15. Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor
542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16 Keputusan Komisi Pemililhan Umum  Nomor
561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana Nomor 5/PK.01/5101/2022
tentang Penetapan Program/Kegiatan Strategis dan
Pendukung Kegiatan Kepemiluan dan Kelembagaan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang

bersifat rutin dalam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU :  Membentuk dan menetapkan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana.

KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU terdiri dari :

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana



KETIGA

1. Pembina :
a. Ketua KPU Kabupaten Jembrana;
b. Anggota KPU Kabupaten Jembrana.

2. Ketua:
yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana.

3. Ketua Pelaksana :
yaitu Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada
Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana.

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat KPU RI dan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Bali mengenai
penyebaran informasi serta sosialisasi program dan
kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan,;

b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta

pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten

Jembrana;

c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan
kehumasan;

d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan

data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan
kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat,
dan akurat kepada publik;

e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil
pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi
publik kepemiluan;

f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan
tahunan kepada Ketua KPU Kabupaten Jembrana dan
kepada KPU Provinsi Bali untuk kemudian

A

disampaikan kepada KPU RI;
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g. menyelenggarakan  program Badan  Koordinasi
Hubungan Masyarakat pada KPU Kabupaten
Jembrana dengan penuh tanggung jawab dan

berpedoman pada ketentuan :

1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
542 /HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
561/HM.03.5-Kpt/06/VIll/2021 tentang Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota;

h. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan untuk kepentingan program/kegiatan
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :  Struktur organisasi kepengurusan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KELIMA :  Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tidak terikat

pada periode tahun anggaran.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor
34/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I11/2021 tentang Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
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KETUJUH . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jembrana Bagian Anggaran 076 dalam tahun anggaran

yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN J EMBRANA
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 5/HM.03.5/5101/2022

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
(BAKOHUMAS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
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BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NAMA PENGURUS

NO.|  SUSUNAN BAKOHUMAS JABATAN
1) (2) (3) (@)
I. |Pembina 1. | I Ketut Tangkas Sudiantara, S.T. Ketua KPU

Kabupaten Jembrana

Anggota KPU

2. | Made Widiastra, S.E., M.M. Kabupaten Jembrana

Anggota KPU

3. | I Nengah Suardana, S.H. Kabupaten Jembrana

Anggota KPU

4. | Ni Putu Angelia, S.E. Kabupaten Jembrana

Anggota KPU

5. | I Ketut Adi Sanjaya Kabupaten Jembrana

Sekretaris KPU

II. |Ketua I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P. Kabupaten Jembrana
Kepala Subbagian
g T {'Waysn Peri Prasetys Arta, S.H. Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

[ KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

*i'tvfi“ ubb
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STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

PEMBINA

| KETUT ; MADE !
GDE TANGKAS : . | NENGAH NI PUTU | KETUT

| WIDIASTRA, e
SUDIANTARA, i SE. MM. . | SUARDANA, §.H. ANGELIA, S.E. I ADI SANJAYA
Y

| GUSTI AYU ARDANI,
5.Kom., M.A.P.

KETUA PELAKSANA

| WAYAN PERI
PRASETYA ARTA, S.H.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KABUPATEN JEMBRANA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA




